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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai 

upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, 

dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan 

amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi 

penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja 

pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.  

Balai Diklat Industri Denpasar menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat 

untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan 

perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga 

dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat 

sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut 

dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen 

terhadap perbaikan berkelanjutan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun 

manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain: 

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan; 

2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan 

publik secara periodik; 

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi 
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penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;  

4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan; 

5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan 

6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi 

penyelenggara pelayanan. 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara kuesioner digital oleh Balai 

Diklat Industri Denpasar. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah 

dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab 

dalam seluruh tahapan survei. 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital yang disebarkan kepada 

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri 

PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Balai 

Diklat Industri Denpasar yaitu :  

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang 

harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan 

melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta 

pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. 

3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/tarif: Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan 

serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah 

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 
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6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang 

harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 

pengalaman 

7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, 

saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan 

tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan 

pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.  

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu Juli – Desember tahun 

2025. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat  memerlukan waktu selama 7 (tujuh) 

bulan dengan rincian sebagai berikut:  

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari 
Kerja 

1. Persiapan Juni 2025 10 

2. Pengumpulan Data Juli – November 2025 100 

3. Pengolahan Data dan Analisis 
Hasil 

Desember 2025 10 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil Desember 2025 10 

 

1.5 Penentuan Jumlah Responden 

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri 

PANRB No.14 Tahun 2017.  

 

 

a. Populasi                     

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi 

penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai 

Diklat Industri Denpasar pada tahun 2025. Jika dilihat dari perkiraan jumlah 

penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai 
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Diklat Industri Denpasar dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 

1.000 orang. 

                 

 b. Sampel                     

Sampel kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ditentukan dengan 

menggunakan perhitungan Krejcie and Morgan sebagai berikut: 

                                         

Rumus Krejcie dan Morgan: 

 

     S = {λ². N. P. Q}/ {d² (N-1) + λ². P. Q 

                                         

Keterangan : S = Jumlah sampel 

λ² = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf 

kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 

3,841) 

N = Populasi 

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal) 

d = 0,05 

                     

Berdasarkan Rumus Krejcie dan Morgan, jumlah minimum sampel 

responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM dari jumlah 

populasi 1.000 orang dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% 

adalah 278 responden. 

                 

 c. Responden                     

Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan 

sedang berada di Balai Diklat Industri Denpasar, atau yang pernah menerima 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Balai Diklat Industri 

Denpasar. 
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BAB II 

ANALISIS DATA SKM 
 

2.1 Analisis Responden  

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 285 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

No. KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 Jenis Kelamin Laki-Laki 141 49.47 % 

   Perempuan 144 50.53 % 

       

2 Pendidikan Tidak Sekolah 0 0% 

  SD/Sederajat 0 0% 

   SMP/Sederajat 23 8.07 % 

   SMA/Sederajat 177 62.11 % 

   D1/D2/D3 33 11.58 % 

   D4/S1 48 16.84 % 

   S2 4 1.4 % 

  S3 0 0% 

       

3 Usia 16 - 25 Tahun 63 14% 

   26 - 35 Tahun 5 1% 

   36 - 45 Tahun 135 30% 

   46 - 55 Tahun 40 9% 

   56 - 65 Tahun 207 46% 

     

4 Status Perusahaan Industri 26 9.12 % 

  Instansi/Lembaga 79 27.72 % 

  Non Industri 3 1.05 % 

  Perorangan 177 62.11 % 
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 Berikut merupakan karakteristik responden yang diperoleh dari Survei 

Kepuasan Masyarakat pada Balai Diklat Industri Denpasar 

 a.  Jenis Kelamin 

 

Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 b. Usia 

 

Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Usia 

 

 c. Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
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 d. Status 

 

Gambar 4. Persentase Responden Berdasarkan Status 

 

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan 

 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Balai Diklat Industri Denpasar mendapatkan 

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87.6, dengan mutu pelayanan Baik. 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh 

unsur pada tabel berikut: 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 
86.84 87.46 87.72 87.46 88.33 87.63 90.61 85.09 87.28 

Indeks per unsur 3.47 3.5 3.51 3.5 3.53 3.51 3.62 3.4 3.49 

Kategori B B B B A B A B B 

IKM Unit Layanan 87,19   

Nilai Indeks 3.504 

Mutu Unit Layanan B (Baik) 

 

Keterangan: 

U1: Persyaratan  

U2: Sistem, mekanisme, dan prosedur 

U3: Waktu penyelesaian 

U4: Kesesuaian Biaya 
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U5: Spesifikasi layanan 

U6: Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) 

U7: Perilaku petugas 

U8: Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 

U9: Sarana dan Prasarana 
 

 Nilai unsur Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Diklat Industri Denpasar dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5. Grafik Unsur Balai Diklat Industri Denpasar 

 

2.2.1  Pembahasan Unsur 

 Unsur yang dipakai dalam Survei Kepuasan Masyarakat dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk mengetahui kondisi pada Balai Diklat Industri Denpasar 

yang nantinya dijadikan suatu pedoman perbaikan. Pada pembahasan ini akan 

dijelaskan terkait persentase jawaban pada masing-masing unsur dalam Survei 

Kepuasan Masyarakat. 
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 U1.  Persyaratan 

 

Gambar 6. Grafik Unsur Persyaratan 

 

  Tabel 3. Persentase Responden pada Unsur Persyaratan                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Mudah 0 0% 

2 Kurang Mudah 2 0.7% 

3 Mudah 146 51.23% 

4 Sangat Mudah 137 48.07% 

TOTAL 285 100% 

                                                     

 U2.  Sistem, mekanisme, dan prosedur 

 

Gambar 7. Grafik Unsur Sistem, mekanisme, dan prosedur 

 

 



10 
 

 

  Tabel 4. Persentase Responden pada Unsur Sistem, mekanisme, dan 

prosedur                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Mudah 0 0% 

2 Kurang Mudah 4 1.4% 

3 Mudah 135 47.37% 

4 Sangat Mudah 146 51.23% 

TOTAL 285 100% 

                                                     

 U3.  Waktu penyelesaian 

 

Gambar 8. Grafik Unsur Waktu penyelesaian 

 

  Tabel 5. Persentase Responden pada Unsur Waktu penyelesaian                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Sesuai 0 0% 

2 Kurang Sesuai 0 0% 

3 Sesuai 140 49.12% 

4 Sangat Sesuai 145 50.88% 

TOTAL 285 100% 
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 U4.  Kesesuaian biaya 

 

Gambar 9. Grafik Unsur Kesesuaian biaya 

 

  Tabel 6. Persentase Responden pada Unsur Kesesuaian biaya                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Sesuai 0 0% 

2 Kurang Sesuai 1 0.35% 

3 Sesuai 141 49.47% 

4 Sangat Sesuai 143 50.18% 

TOTAL 285 100% 

                                                     

 U5.  Spesifikasi layanan 

 

Gambar 10. Grafik Unsur Spesifikasi layanan 
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  Tabel 7. Persentase Responden pada Unsur Spesifikasi layanan                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Sesuai 0 0% 

2 Kurang Sesuai 1 0.35% 

3 Sesuai 131 45.96% 

4 Sangat Sesuai 153 53.68% 

TOTAL 285 100% 

                                                     

 U6.  Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) 

 

Gambar 11. Grafik Unsur Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) 

 

  Tabel 8. Persentase Responden pada Unsur Kompetensi (pengetahuan dan 

keterampilan)                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Kompeten 0 0% 

2 Kurang Kompeten 0 0% 

3 Kompeten 141 49.47% 

4 Sangat Kompeten 144 50.53% 

TOTAL 285 100% 
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 U7.  Perilaku petugas 

 

Gambar 12. Grafik Unsur Perilaku petugas 

 

  Tabel 9. Persentase Responden pada Unsur Perilaku petugas                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Sopan 0 0% 

2 Kurang Sopan 1 0.35% 

3 Sopan 105 36.84% 

4 Sangat Sopan 179 62.81% 

TOTAL 285 100% 

                                                     

 U8.  Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 

 

Gambar 13. Grafik Unsur Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
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  Tabel 10. Persentase Responden pada Unsur Penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Mudah 0 0% 

2 Kurang Mudah 3 1.05% 

3 Mudah 164 57.54% 

4 Sangat Mudah 118 41.4% 

TOTAL 285 100% 

                                                     

 U9.  Sarana dan prasarana 

 

Gambar 14. Grafik Unsur Sarana dan prasarana 

 

  Tabel 11. Persentase Responden pada Unsur Sarana dan prasarana                         

No. Kategori Jumlah Persentase 

1 Tidak Memadai 1 0.35% 

2 Kurang Memadai 12 4.21% 

3 Memadai 118 41.4% 

4 Sangat Memadai 154 54.04% 

TOTAL 285 100% 
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2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 

2.3.1 Analisis Masalah 

 

Berdasarkan hasil analisis data SKM, dapat diketahui bahwa :  

a. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai terendah 

yaitu 3,4. Selanjutnya Persyaratan mendapatkan nilai 3,47 adalah nilai 

terendah kedua dan Sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah 

ketiga dengan nilai 3,49. 

b. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi 3,62 yaitu Perilaku 

Petugas  mendapatkan nilai tertinggi dari 9 (Sembilan) unsur layanan. 

Spesifikasi layanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,53. 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik dari SKM serta pengaduan yang 

masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh 

beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam 

pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut: 

 “Fasilitas Kamar asrama mdh2n kedepannya bisa lebih di Maksimalkan, 

baik penyediaan air panas untuk mandi, minum dll, jaringan TV lebih 

diperhatikan. Ketika Hujan Lebat bagusnya ada penyewaan payung atau 

apapun itu biar lebih nyaman ke peserta pelatihan” 

 “wifi lemot, dan makanan klo banyak orang bali jangan terlalu sering daging 

sapi, karena bikin mual.” 

 “Koneksi Wi-Fi sering lemah dan sulit diakses. Diharapkan dapat diperbaiki 

atau diperkuat sinyalnya agar kegiatan berjalan lebih lancar juga AC di 

asrama terkadang suhunya tidak dingin, mungkin bisa dilakukan 

pengecekan lebih lanjut.” 

 “Agar terus menambah fasilitas dan melakukan upgrading terhadap 

ruangan/bangunan guna untuk menunjang kebaharuan tempat 

belajar/berkegiatan bagi masyarakat umum” 

 “Parkir kendaraan kurang rapih dan kurang teratur” 

 “Agar pegawai kantin lebih ramah dan responsive Dan lebih jarang bermain 

handphone” 
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 “Saran saya kepada BDI mohon ditegur peserta pelatihan yang menginap 

di BDI yang tidak menjaga ketenangan umum (selalu berisik dan menyala 

musik keras-keras) karena tidak semua orang suka kebisingan, terima 

kasih.” 

 “SOP beberapa sikuriti perlu di tingkatkan lagi, walau petugas itu harus 

tegas, tapi buat peserta pelatihan kurang nyaman dengan tutur kata kurang 

enak, kami juga mempertanyakan. Lalu tolong update juga info mana yg 

boleh mana yg tidak Supaya tidak ada mis persepsi penggunaan fasilitas 

di BDI Contoh: ada fasilitas sepeda semua peserta pelatihan sudah di 

perbolehkan, ada beberapa sikuriti yg melarang, harapan nya yg spert ini 

tidak terulang kembali, terima kasih. Salam berkah Dalam” 

 “Jika ada kerusakan, mohon langsung diperbaiki dengan cepat” 

 “Perbaikan gedung Animasi yang rusak. Perbaikan jaringan Wifi yang 

lambat.” 

 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 Fasilitas menu makanan untuk para peserta latihan dapat diperbaiki dan 

ditingkatkan ke depannya. 

 Fasilitas asrama dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menambah fasilitas 

penunjang seperti water heater, TV, perbaikan AC untuk di beberapa kamar, 

serta peningkatan kontrol ketertiban kepada para pengguna asrama. 

 Penambahan fasilitas CCTV dan penerangan untuk beberapa sudut 

bangunan di BDI Denpasar. 

 Menurut pengguna layanan, beberapa sarana prasarana penunjang layanan 

masih perlu ditingkatkan ke depannya seperti kawasan parkir, kantin, dan 

fasilitas olahraga gym. 

 Peningkatan kualitas pelayanan untuk petugas kantin dan security. 

2.3.2  Rencana Tindak Lanjut 

Atas dasar temuan tersebut, maka disusunlah rencana tindak lanjut yang 

tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih 

penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh 
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masyarakat.  

Analisa masalah dilakukan dalam rangka untuk perbaikan kualitas 

pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan 

publik. Oleh karena itu, dari hasil analisa yang didapatkan ini dibuatkan dan 

direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.  

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas 

perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 

12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang lebih dari 24 bulan. 

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM  dituangkan dalam tabel berikut: 

No. 
Prioritas  

Unsur 
Program / Kegiatan 

Waktu 
Penanggung  

Jawab 

TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

 

1. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

Menyediakan 
informasi yang jelas 
dan mudah diakses 
oleh pengguna 
layanan mengenai 
cara menyampaikan 
pengaduan, saran, 
dan masukan. 

√ √ √ √ Tim Humas 
dan Promosi 

2. Persyaratan Menyediakan 
informasi yang jelas 
mengenai tata cara 
mendapatkan 
layanan. 

√ √ √ √ Tim Humas 
dan Promosi 

3. Sarana dan 
Prasarana 

Meningkatkan 
infrastruktur jaringan 
dan kapasitas 
bandwidth internet. 

√ √ √ √ Subbag Tata 
Usaha 

  Melakukan 
perbaikan terhadap 
Gedung Animasi 
dan Promosi. 

√ √   Subbag Tata 
Usaha 

  Melakukan 
pemeliharaan 
fasilitas asrama 

√ √ √ √ Subbag Tata 
Usaha 
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2.4 Tren Nilai SKM 

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Diklat Industri Denpasar dapat 

dilihat melalui grafik berikut: 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan publik dari 

tahun 2023 hingga 2025 pada Balai Diklat Industri Denpasar. Secara keseluruhan, 

dapat disimpulkan bahwa Balai Diklat Industri Denpasar telah menunjukkan komitmen 

yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya 

perbaikan. 



19 
 

BAB III 

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA 
 

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Diklat Industri Denpasar periode 2024 

menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti 

dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2024 

No. Unsur IKM 

1 Persyaratan 3,31 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,42 

3 Waktu Penyelesaian 3,41 

4 Biaya/Tarif 4 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 
Pelayanan 

3,34 

6 Kompetensi Pelaksana 3,52 

7 Perilaku Pelaksana 3,58 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, 
dan Masukan 

3,42 

9 Sarana dan Prasarana 3,38 

 

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan 

intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Balai Diklat 

Industri Denpasar telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut 

perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode 2024. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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No. Rencana Tindak Lanjut 

Apakah RTL 
Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon 
Dijabarkan ditambahkan 

tantangan/hambatan yang 
dihadapi) 

Dokumentasi Kegiatan 

1. 
Melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap prosedur 

pelayanan 
Sudah 

Mengevaluasi SOP alur 
pelayanan yang ada di BDI 
Denpasar: SOP Kunjungan 

Industri 
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2. 
Melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap 
kesesuaian produk 

Sudah 

Melakukan penyesuaian layanan 
pelatihan sesuai dengan tarif 
PNBP fungsional yang telah 

disetujui yang kemduain disusun 
dalam bentuk katalog pelatihan, 
workshop, maupun layanan yang 

tersedia di BDI Denpasar. 

Hambatan:  Membutuhkan Waktu 
Ekstra serta Koordinasi dengan 

Pihak-Pihak Terkait Lainnya 
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3. 
Menambah channel 

pelayanan pengaduan 
Sudah 

Sistem pelaporan keluhan dengan 
respons cepat (hotline, media 
sosial, serta penambahan WA 

admin sewa PNBP) 
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BAB IV 

KESIMPULAN 
 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu 

periode mulai Juli hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

● Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Diklat Industri Denpasar, secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 87,6 atau nilai indeks 

3,504. Nilai SKM Balai Diklat Industri Denpasar menunjukkan konsistensi 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 

2025. 

● Unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian ke depannya adalah 

penanganan pengaduan, saran, dan masukan yang mendapatkan nilai indeks 

terendah yaitu 3,4. Selanjutnya Persyaratan mendapatkan nilai indeks 3,47 

adalah nilai terendah kedua dan Sarana dan prasarana mendapatkan nilai 

terendah ketiga dengan nilai indeks 3,49. 

● Sedangkan unsur layanan dengan nilai indeks tertinggi 3,62 yaitu Perilaku 

Petugas yang mendapatkan nilai tertinggi dari 9 (Sembilan) unsur layanan. 

Spesifikasi layanan mendapatkan nilai indeks tertinggi berikutnya yaitu 3,53. 

● Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Balai Diklat Industri 

Denpasar telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% 

(prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 

100%). 

 

Denpasar, 2 Desember 2025 
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LAMPIRAN 
 

1. Kuesioner  
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2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 


